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ABSTRACT; Religious Court in Bengkulu City? This research uses research 

methods normative law, with a statutoryapproach. Data analysis was carried out 

in a normative juridical manner based on applicable legalconcepts andregulations. 

Theresultsofthisresearchshowthat,firstly,theelectronic courtimplementation 

process in the Bengkulu City Class 1 A Religious Court is carried out by an E-

courtprocedure, namelyincaseadministration(E-court)itiscarriedoutthroughtheE-

FillingStage(OnlineCase Registration), then the E stage. -Payment (Online Down 

Payment), then Waiting for Verificationand Obtaining the Case Number from the 

Court Where the Case is Registered, as well as E-Summons(Electronic Summoning 

of Parties), at thisstage the Summons for the hearing are sent to the parties 

viaelectronic channels to the parties' email addresses and the call information can 

be seen in the E-courtapplication. The two obstacles in implementing the electronic 

justice system in the Bengkulu City Class1 A Religious Court include the 

Defendant's address being unclear, which means that the Bailiff cannotfind the 

Defendant's address. There are still many justice seekers whodonot understand 

technologybecausepeoplecome fromvarious backgrounds. groups such as 

nothavingemail, humanresourcessuchas bailiffs not learning how to make good and 

correct summons in implementing the e-court system,adequate facilitiesand 

infrastructurenot yet available for e-court casesin court suchas a stable 

internetnetwork and so on, and still lack ofoutreach regarding the technicalities of 

electronic proceedings (e-court)toservicecandidates,advocatesandthepublic. 

Keywords: Electroniccourt, ReligiousCourt, BengkuluCity. 

 

ABSTRAK; Terlepas dari permasalahan dari penerapan e-courtdi 

Pengadilan,seluruh lembaga peradilandiIndonesia mempunyai kewajiban untuk 

terus mengupayakan suatu hal yang baik dengan menggunakan sistem ini, upaya 

penerapan sistem e-court serta bagaimana meningkatkan efektivitas dari sistem 

inidibarengidenganupayadalammemperbaikisistemakibatmasalahmasalahyangtim

bul:(1)Bagaimana Proses Pelaksanaan Peradilan Secara 

ElektronikdiPengadilanAgama Kelas 1 A KotaBengkulu,(2)Apa SajaHambatan 
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Dalam Pelaksanaan SistemPeradilanSecaraElektronikdiPengadilan Agama Kelas 1 

A Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukumnormatif, 

dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara yuridis 

normatifberdasarkan konsep dan aturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, Pertama Proses Pelaksanaan Peradilan Secara Elektronikdi 

PengadilanAgama Kelas 1 A KotaBengkuludilakukan Prosedur E-court yakni 

dalam hal Administrasi Perkara (E-court) dilakukan melaluiTahapanE-Filling 

(Pendaftaran Perkara Online), selanjutnyatahapanE-Payment (Pembayaran Panjar 

BiayaOnline),laluMenungguVerifikasidanMendapatkanNomorPerkara dari 

Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara, serta E-Summons (PemanggilanPihak 

SecaraElektronik),padatahapan iniPanggilan sidang disampaikankepadaparapihak 

melalui saluran elektronik ke alamat email parapihak serta informasi 

panggilantersebut bisa dilihatpada aplikasi E-court. Kedua hambatan 

DalamPelaksanaan Sistem Peradilan Secara Elektronikdi Pengadilan Agama Kelas 

1 A Kota Bengkuludiantaranya, alamat dari Tergugat yang tidak jelas sehingga 

membuatJuruSita tidak dapat menemuialamatdari si Tergugat, para pencari 

Keadilan masih banyak yang tidak paham dengan teknologi karena masyarakat 

berasal dari berbagai kalangan seperti tidak  mempunyai email,SDM seperti 

Jurusitakurang mempelajari membuat surat panggilan yang baik dan benar dalam 

penerapan sistem e-court,Belumtersediasarana dan prasaranayang memadai 

untukperkara e-courtdi PengadilansepertiJaringan Internet yang stabil dan lain nya, 

serta masih kurang nya sosialisasi terkait teknis beracarasecaraelektronik(e-

court)kepadacalonlayanan,advokat,danmasyarakat 

Kata Kunci: Peradilanelektronik, Pengadilan agama, Kotabengkulu. 

 

PENDAHULUAN 

Proses peradilan dalam ketentuanPasal2ayat(4)danPasal4ayat(2)Undang-

UndangNomor48Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 

48/2009) mensyaratkan adanya 

asaspentingdalamhukumacarayaitusederhana,cepatdanbiayaringan.Asascepatdimaknaisebaga

isesuatuyang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama1. Sederhana adalah pemeriksaan 

dan penyelesaianperkara dilakukandengan cara efisien danefektif, biayaringanadalah 

biayaperkara yang dapatdijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian asas sederhana dan 

biaya ringan dalam pemeriksaan danpenyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian 

dan kecermatan dalam mencari kebenaran dankeadilan2.Asassederhana, cepat dan biaya ringan 

ini menjadi harapan bagi masyarakat yang beracara 

dipengadilandanpedomanbagihakimdalammengadilisuatuperkara3. 
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Permasalahan yang muncul di lingkunganperadilan saat ini adalah banyaknya perkara 

yang perdatahendak diselesaikanmelaluipengadilangunamendapatkan putusan hakim 

namunterkendala olehberbagai masalah pelayanandi pengadilan.Berdasarkan hasilsurvei yang 

dilakukanolehPeneliti MasyarakatPemantauPeradilanIndonesia(MaPPI),ditemukan beberapa 

kelemahan pada pelayanan publik di pengadilan. Pertama, jadwal sidang yang seringkali tidak 

sesuai. Kedua, perbedaan praktik layanan informasi terhadap masing-masing pemohon di 

pengadilan.Ketiga, pungutan liar. Selain persoalan kualitas pelayanan, MaPPI menemukan 

permasalahan integritas petugas pengadilan. Setidaknya, masihterdapat pengadilan memungut 

biaya layanan informasi yangbersifatumum4.Keluhanutama masyarakat atas 

pelayananperadilanadalah prosesberperkara dipengadilan yang lambat dan bertele-tele 

sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untukmemperoleh keadilan yang sulit, 

dan integritas aparatur peradilan yang rendah akibat terbuka 

lebarnyapeluangmaladministrasiolehaparaturperadilan5. 

Memperhatikan kondisidimanaproses penyelesaian perkara dipersidangan tidak selalu 

efektifjika selamanyadilakukandengan cara konvensional,makaterdapat 

solusimelaluipersidanganyangdilakukan secara online, solusi tersebut diwujudkan dengan 

dengan diluncurkannyauntuk yang pertama kali aplikasi e-court pada tanggal 13 Juli 2018 di 

Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr 

HMuhammadHattaAli,Beliausecararesmimeluncurkanaplikasie-

courtdanmenyatakanbahwadenganpeluncuran aplikasi e-court ini berarti Mahkamah Agung 

telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan 

keperkaraan di pengadilandan membawa peradilanIndonesiasatu langkah lagi mendekati 

praktek peradilan di negara maju6. Aplikasi e-court diharapkanmampu meningkatkan 

pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, 

sehinggamasyarakatakanmenghematwaktudanbiayasaatmelakukanpendaftaran perkara7. 

Pada hakekatnya, dalam peradilan di Indonesia telah mengadopsi asas-asas peradilan 

yang baik 

secarakomprehensif,yaknisederhana,cepat,danbiayaringan.HalinisecarategasdiaturdalamPasa

l2ayat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana 

ketentuanPasal2 ayat (4) ini mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, 

dan biaya ringan. Asassederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang 

palingmendasar dari pelaksanaan danpelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada 
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prinsip dan asas efektif dan efisien. Ketiga prinsip initelahdiupayakan sedemikian rupa untuk 

dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di 

Indonesia,khususnyasistemperadilanperdata8. 

E-court  

adalahinstrumenPengadilansebagaibentukpelayananterhadapmasyarakatdalamhalpendaf

taran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan 

(Replik,Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan pemanggilan secara online. Melalui e- court, 

perkembangan hukumdi Indonesia siap atau tidak harus mengikuti “gelombang online”,dan 

pada saat ini Mahkamah Agung jugamulaiberadaptasi dengangelombangonlineatau 

elektronik9.Mahkamah Agungmelakukanperpindahankinerjaberbasismanual kesistem 

elektronikatau “online”,yaituantara lainSistemInformasiPenelusuranPerkara (SIPP ),SIAP, 

SIKEP,KOMDANAS, SIMARI,SIWAS,e-LLK,SIMAK, PNBP, SistemInformasi Tata 

Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem InformasiPortal, Direktori Putusan, Info 

Perkara, New DirektoriPutusan, Gugatan On Line, E-SKUM, ATR,SPPT, Bantuan Panggilan 

Sidang Elektronik dan tentunya saat ini juga termasuk dengan persidangansecara elektronik/e- 

litigation10. Adapun ruang lingkupaplikasi e-court sebagaimana yang 

dimaksudialahsebagaiberikut: 

1. Pendaftaran perkara online(e-filling). Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-

courtuntuk saat ini baru dibukauntuk jenispendaftaran dalam perkara gugatan. 

PendaftaranperkaragugatandiPengadilantermasukyangdidaftarkandiPeradilanUmum,Ag

ama,TUNyang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan hal ini lah yang 

menjadialasan untuk membuat e-court yaitu salah satunya untuk kemudahan berusaha. 

Keuntunganpendaftaransecaraonlinemelaluiaplikasie-courtadalah: 

1) Menghematwaktudanbiayadalamprosespendaftaranperkara 

2) Pembayaranbiayapanjaryangdapatdilakukandalamsaluranmultichannelataudariberba

gaimetodepembayarandanbank 

3) Dokumen terarsipsecarabaikdandapatdiaksesdariberbagailokasidanmedia 

4) Prosestemukembalidatayang lebihcepat. 

5) Pembayaranpanjarbiayaonline(e-SKUM) 
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2. Pembayaranpanjarbiayaonline(e-SKUM) 

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM 

yangdigenerate secara elektronik oleh aplikasie-court. Dalam proses generate tersebut 

sudahakandihitungberdasarkankomponenbiayaapasajayangtelahditetapkandandikonfigurasik

an oleh Pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh KetuaPengadilan 

sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan 

sedemikianrupadanmenghasilkanelektronikSKUM ataue-SKUM. 

3. Dokumenpersidangan 

Aplikasie-court jugamendukungdalam hal 

pengirimandokumenpersidangansepertiReplik, Duplik, Kesimpulan dan atau jawaban secara 

elektronik yang dapat diakses olehPengadilandanparapihak. 

4. PemanggilanElektronik(e-Summons) 

Pemanggilanpendaftarandilakukandenganmenggunakane-court 

kepadapenggunaterdaftar dan dikirmkanke alamat domisilielektronikpenggunaterdaftar. Akan 

tetapi,untuk tergugat pada pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat 

tergugat hadirdi persidanganyang pertama akan dimintakanpersetujuan apakah 

setujuuntukdipanggil secara elektronik sesuai dengan domisilielektronik yang diberikan dan 

apabilatidaksetujupemanggilandilakukansecaramanualsepertibiasanya. 

Pelaksanaaan persidangan berbasis elektronikatau onlineatau e-court yang telah 

diterapkan perludiadakan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan adanya sistem e-

courtdi Instansi Peradilan diIndonesia. Evaluasi ini dimaksudkan dalam rangka penilaian dan 

perbaikan serta bahan pengembangandan penerapan sistem e-court pada instansi peradilan di 

Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari 

berbagaimacampersoalanseputarpenerapandariadanyasisteme-courtdiPengadilan 

yaitu:masyarakatbelumsepenuhnya memahami sistem e-court, server e-court tidak selalu 

dapat diaksesdengan cepat 

danlancardanancamankeamanandata11.Berdasarkanpersoalanyangadatimbulakibatadanyapen

erapansisteminidan penilaian dari masyarakat 

luasyangbelummampumengimbangidinamikadariperubahan masif di 

instansipengadilan.Walaupun sejatinyasistem e-court diterapkan dalam halmelakukan suatu 
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perubahan dan perkembangan ke arah kemajuan, namun tidak bisa dipungkiri 

akanadanyamasalahyangtimbuldaripenerapane-courtitusendiri.  

Terlepas dari permasalahandari penerapane-courtdi 

Pengadilan,seluruhlembagaperadilandiIndonesia mempunyai kewajiban untuk terus 

mengupayakan suatu hal yang baik dengan menggunakansistem ini, upaya penerapan sistem 

e-court serta bagaimana meningkatkan efektivitas dari sistem inidibarengi dengan upaya 

dalam memperbaiki sistem akibatmasalah-

masalahyangtimbul.Dalampenelitianini,penulisberfokusdanmengambil penelitian di wilayah 

Provinsi Bengkulu,tepatnya di Pengadilam Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu,adapun dalam 

praktinya masih terdapat persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan agama kota 

bengkulu,kendati memang telah banyak kasus yang telah diselesaikan melalui persidangan 

elektronik atau e-court. 

Memperhatikanuraianlatarbelakangyangtelahdisampaikanmakapenulistertarikmengangkatper

soalan tersebut menjadi suatu penelitiandengan judul “PELAKSANAAN PERADILAN 

SECARAELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA BENGKULU”. Adapun yang 

akan dikaji dalampenelitian ini yakni berkaitan dengan Bagaimana Proses Pelaksanaan 

Peradilan Secara Elektronik diPengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu,serta Apa Saja 

Hambatan Dalam Pelaksanaan SistemPeradilanSecaraElektronikdi 

PengadilanAgamaKelas1AKotaBengkulu. 

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu 

penelitian hukumyang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekundersebagai bahan dasar untuk ditelitidenganmengadakanpenelusuranterhadapperaturan-

peraturanyangterkaitpermasalahanyangdibahas,Peter Mahmud Marzuki merumuskan 

penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturanhukum,prinsip-

prinsiphukum,maupun doktrin-doktrinhukum guna menjawab isu hukum yangdihadapi.12 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- 

undangan. MenurutPeter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan 

denganmenelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani13. Bagi penelitian untukkegiatanpraktis,pendekatan undang-

undanginiakan membukakesempatan bagipenelitiuntukmempelajari adakah konsistensi 

dankesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undanglainnyaatau antara undang-
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undangdenganUndang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang,hasil 

daritelaahtersebutmerupakansuatuargumenuntukmemecahkanisuyang dihadapi.14 

METODE PENELITIAN 

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu 

penelitian hukumyang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekundersebagai bahan dasar untuk ditelitidenganmengadakanpenelusuranterhadapperaturan-

peraturanyangterkaitpermasalahanyangdibahas,Peter Mahmud Marzuki merumuskan 

penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturanhukum,prinsip-

prinsiphukum,maupun doktrin-doktrinhukum guna menjawab isu hukum yangdihadapi.12 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- 

undangan. MenurutPeter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan 

denganmenelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani13. Bagi penelitian untukkegiatanpraktis,pendekatan undang-

undanginiakan membukakesempatan bagipenelitiuntukmempelajari adakah konsistensi 

dankesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undanglainnyaatau antara undang-

undangdenganUndang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang,hasil 

daritelaahtersebutmerupakansuatuargumenuntukmemecahkanisuyang dihadapi.14 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

A. ProsesPelaksanaanPeradilanSecaraElektronikDiPengadilanAgamaKotaBengkulu 

Awalnyaaplikasie-court  

dilaksanakanberdasarkanPermaNomor3Tahun2018tentangAdministrasiPerkara Secara 

Elektronik.Aplikasie-court ini diharapkan mampu meningkatkanpelayanan dalam fungsinya 

menerima pendaftaranperkara secara online, sehingga masyarakat 

akanmenghematwaktudanbiayasaatmelakukanpendaftaranperkara E-court di Indonesia 

merupakan pondasi pertamakali dilaksanakannyasistem peradilan berbasiselektronikdi 

Indonesia kemudianMahkamah Agung menetapkan 17 (tujuhbelas) 

PengadilanNegeri.Dikarenakan belumadaperubahan yang nyatadalampenerapan e-court 

sebagaimanadiharapkan sejak diterbitkannyaPERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga perlu 

untuk dipercepatpeningkatanpemanfaatan layanan e-court agar dapat tercapai proses peradilan 

yang 
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sederhana,cepatdanbiayaringanmelaluipelaksanaanadministrasiperkaradipengadilansecaraele

ktronik15. 

Pada tanggal 19 Agustus 2019 diterbitkanlahPeraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 

2019tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secaraElektronik yang 

berdasarkanPasal 38 yang menyatakan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 mencabut 

danmenyatakan tidakberlaku lagi Perma Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi, dalam Pasal 37 

disebutkan bahwa peraturanpelaksana dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangandengan ketentuan dalam Perma Nomor 1Tahun 2019. Hal 

ini sejalan dengan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk TeknisAdministrasi Perkara dan Persidangan Di 

Pengadilan Secara Elektronik pada bagian Ketiga yangmemutuskan bahwapadasaat keputusan 

ini mulai berlaku semua peraturan pelaksana dari PermaNomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Selanjutnya, pada bagian kedua, 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor122/KMA/SK/VII/2018tentangPenggunaTerdaftardicabut dandinyatakantidakberlaku. 

Persidangan secara elektronik ini merupakan hal yang baru diatur dalam PERMANomor 

1 Tahun2019 melengkapi proses beracara di peradilan dengan sistem elektronik yang semula 

berdasarkanPERMA Nomor 3 Tahun 2018 baru dilakukan hanya sampai pada tahap 

administrasi perkara saja. Aturan terbaru diaturdalam Perma No 7 tahun 2022,yang 

mendefiniskanPersidangan secaraelektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan 

mengadiliperkaraolehpengadilanyangdilaksanakandengan dukunganteknologiinformasi dan 

komunikasiyang mana dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara 

penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/bantahan/perlawanan/intervensibeserta 

perubahannya,jawaban,replik,duplikpembuktian,kesimpulandanpengucapanputusan/penetapa

n16. 

Berkaitan dengan denganpenerapa e-court diPengadilanAgama Kelas1 A 

KotaBengkulu,sebagaimanayangdiperolehdalampenelitiandiketahuibahwaPengadilanAgama 

Kelas 1A KotaBengkulupertamakalimenerapkan sisteme-court saat Perma No 1Tahun2019 

dikeluarkan. Perma tersebut telah digantidengan Perma No 7 tahun 2022. Pada saat permaNo 

1 tahun 2019 masih berlaku untuk persidangan secara elektronik (E-litigasi) apabila salah 

satudaripihaktidaksetujumakaharusmembuatsuratpernyataan.ketikadikeluarkannyapermaNo7

tahun2022ituparapihakdiwajibkanuntukmengikuti17. 
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Adapun terkait dengan Prosedur E-court yang dilaksanakan di PengadilanAgama Kelas 

1 A KotaBengkuludiantaranyasebagaiberikut: 

1. ProsedurE-court 

AdministrasiPerkara(E-court) 

1) TahapanE-Filling (Pendaftaran PerkaraOnline), tahap ini pihakyang 

berperkaramendatangi Pengadilan untuk membuat akun email di pengadilanapabilap. 

Setelahitu membuat gugatan mandiri, mengupload hal-hal yang diperlukan seperti data 

parapihak,alatbukti(bentukpdf&word). 

2) TahapanE-Payment(PembayaranPanjarBiayaOnline),Setelahmelakukanpendaftaran 

perkara secara onlinemelaluie-court, Pendaftar akan secara 

otomatismendapatkanTaksiranPanjarBiaya(e-SKUM) danNomorPembayaran 

(VirtualAccount) yangdapatpenerimamelaluisaluranelektronik(Multi Channel) 

yangtersedia. Nomor pembayaran tersebut digunakan untuk membayar biaya 

berperkara,biasanya 24x1 jam apabila lebih dari itu maka harus membuat akun 

baru/mendaftarulang. Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari 

Pengadilan TempatMendaftarkanPerkara. 

3) E-Summons (Pemanggilan Pihak Secara Elektronik), pada tahapan ini Panggilan 

sidangdisampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat emailpara 

pihaksertainformasipanggilantersebutbisadilihatpadaaplikasiE-court. 

Dalam praktiknyatahapan untuk pengajuan e-court jikapihak didampingioleh 

pengacarabiasanya sudah memilikiakun e-court sendiri, namun untuk pihak yang mandiri 

tanpa pengacara mengajukanpembuatanakune-courtkebagianadmin e-courtdiPTSP 

pengadilanagamadenganmenyertakanakunemailakunterdiridariusernameyangmerupakanakun

emailyangdisertakansaat pendaftaran akun dan password yang diberikan oleh admin jikasudah 

dibuatkan akun.Sehinggauntukmengisidata-

data,danmengunggahberkasyangdiperlukan,parapihakdapat melakukannyadi rumah masing-

masing.Berkas seperti permohoanan atau gugatandan 

alatbuktiberkasyangdiunggahharusberupafilePDFataufileword18. 

Selanjutnyabagi pihakyang belummengerti cara membuat gugatan dan 

inginmengajukangugatansecara mandiritanpamenggunakanpengacaramakabisamelalui 

gugatanmandirimahkamah agung yang bisadiaksesmelaluipencarian digoogle sehinggapara 
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pihakbisamengajukan gugatan secara mandiri, dimana pada laman tersebut sudah disediakan 

blanko untuk langsungbisamembuat gugatan,perlu untukdiketahuibahwa gugutanmandiritidak 

perlupembuatan akun ke pengadilan agama, namun dapat dilakukan dengan mencari dan 

mengisi diformgoogle,sehinggaprosesnyajelasberbedadengane-court19. 

2. Persidanganelektronik  (e-litigasi) 

Tahapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu 

dilakukan denganmenyelesaikan pendaftaran terlebih dahulu,mulai dari pembuatan akun, 

mengisi data, meng-upload gugatan/permohonan, alat bukti, dan melakukan pembayaran fajar 

yang mana pembayaranfajar bisa dilakukan melaluim-banking, bank BSI, yakni waktu 

pembayaran adalah 24 jam, jika tidak dibayarkan dalam 24 jam maka para pihak harus 

meminta aktivasi akun ulang ke admin e-court. Setelah pembayaran para pihak tinggal 

menunggu panggilan sidang dan jadwal sidang yang akan masukmelaluiemail. Pada 

sidangpertama, para pihakharustetap datangofflinekepersidangan, pada perkara ceraijika para 

pihak hadir semua maka wajib dilakukan mediasi terlebihdahulujika sudah mediasi, maka para 

pihak akan ditanya apakah ingin sidang dilanjutkansecaraelitigasi atau 

tidak,melaluipersetujuan tergugat atau termohon. Jika para pihak setuju, maka 

untuksidangberikutnyaakan dilanjutkansecara elitigasiDan untuktergugatatau 

termohonharusmembuatakune-courtjugadengancarayangsamasepertipenggugat/pemohon20. 

Jika tergugat /Termohon tidak setuju maka sidang akan dilanjutkanseperti biasa offline. 

Jikasetuju, Untuk tahapan jawab menjawab, replik duplik,kesimpulan,putusan akan dilakukan 

secaraelektronik kecuali pada tahap pembuktian para pihak diwajibkan untuk hadir ke ruang 

sidang, akantetapi alat bukti juga tetap harus diupload.Setelah pemeriksaan keterangan saksi 

dan alat buktidiruang sidang,maka sidang akan ditundadandilanjutkandengan pembacaan 

putusan secaraelektronik. Untuk cara pembuatan replik duplik, para pihak dianjurkan untuk 

mencari tahu sendiri.jika pembacaan putusan selesai, maka tinggal menunggu dan 

pengambilan salinan putusan danaktaceraijikaperkaracerai dengan diunduhmelalui laman e-

court dengan melakukan pembayaran PNBP secara elektronikterlebihdahulu21. 

Mengenai berkas permohonan/ gugatan tidak ada batasan waktu mengunggah, yang mana 

setelahmengunggahberkas permohonan/ gugatan maka dilanjutkan untuk melakukan 

pembayaran panjarjikainginmelanjutkanperkara.dan untuk tahapan persidangan, berkas harus 

diunggahsesuaidengan jadwal yang telah dikirimkan melalui email. Apabila replik duplik telat 
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diunggah, makatidakdapatlagimelakukanpengunggahandikarenakan 

telahmelewatijadwalyang sudahditentukan,serta 

dianggaptidakmenyampaikanreplikduplik,begitujugadengan 

jawabanpemohon/termohon.Dalam hal perkara perceraian memuat putusan akhir berupa Jika 

cerai talak,maka ikrar talak akan dilakukan diruang sidang, apabila ingin mengajukan banding 

maka harusdilakukansecarae-

courtjuga,akantetapiharustetapmelaporkepengadilansecaraoffline/langsung22. 

Pada Januari Tahun 2023 s.d Februari 2024 Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu 

telahmenangani perkara sebanyak 1.523 perkara terdiri dari 24 Perkara sisa tahun 

2022dan1499PerkarayangditerimadariJanuari2023s.dbulanFebruariTahun2024,dari 

1.523perkaratersebut,PengadilanAgamaKelas1AKotaBengkulutelahmemutussebanyak 

1.411 Perkara dan menyisahkan 112 perkara s.d bulan Februari Tahun 2024, dengan 

rinciansebagaiberikut: 

Tabel1. 

JumlahPerkaraDiterimadanperkaradiputusJanuaris.d.DesemberTahun2023 

Bulan&Tahun Sisa 

BulanLalu 

PerkaraDiterima PerkaraDiputus SisaPerkara 

Januari2023s.d 

Desember2023 

4 1276 1231 69 

Sumber:LaporanPelaksanaanKegiatanPABengkuluTahun2023 

Tabel2. 

JumlahPerkaraDiterimadanperkaradiputusJanuaris.d.Oktober Tahun2024 

No Bulan&Tahun SisaBulan 

Lalu 

Perkara 

Diterima 

Perkara 

Diputus 

SisaPerkara 

1. Januari2024  69 121 111 79 

2. Februari2024 79 102 69 112 

Total 69 223 180 112 

Sumber:DataSIPPPengadilanAgamaBengkulu,2024 

Dari jumlah 1523 Perkara yang di tangani terdiri dari 402 Perkara E-court, untuk perkara 
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E-court yangtelah dilakukan pesidangan melalui E-Litigasi dari Januari 2023 s.d. Februari 2024 

sebanyak 19 Perkara denganrinciansebagaiberikut:. 

Tabel3. 

JumlahPerkaraE-courtdanPerkaraE-LitigasiJanuaris.d.DesemberTahun2023 

No Bulan& 

Tahun 

JumlahPerkara 

Masuk 

JumlahPerkara 

E-court 

JumlahPerkara 

E-Litigasi 

Ket. 

1. Januari2023s,d 

Desember2023 

1276 325 4 - 

Sumber:  Laporan  PelaksanaanKegiatan  PABengkuluTahun2023 

Tabel4 

JumlahPerkaraE-courtdanPerkaraE-LitigasiJanuaris.d.OktoberTahun2024 

No Bulan& 

Tahun 

JumlahPerkara 

Masuk 

JumlahPerkara 

E-court 

JumlahPerkara 

E-Litigasi 

Ket. 

1. Januari2024 121 31 5 - 

2. Februari2024 102 46 14 - 

Total 223 77 19 - 

Sumber:DataSIPPPengadilanAgamaBengkulu 

Berkaitandenganpenerapane-

courtdiPengadilanAgamaKelas1AKotaBengkuludiketahuitelahditerapkan, kendati masih ada 

hal-hal yang masih harus diperhatikan dan disempurnakan gunakelancaran penggunaan sistem 

e-court tersebut. Penerapan e-court dapat dilihat dari poin dalamtabel di atas dimana pada 

tahun 2023 terdapat kasus yang berjumlah 325 yang masuk melalui e-

courtdarikasustersebutyangmasukdalamprosese-

litigasiberjumlah4kasus,selanjutnyaditahun2024 terhitung dari bulan Januari s.d bulan 

Februari jumlah kasus yang masuk melaluie-courtberjumlah77kasusdanberlanjutkee-

litigasiberjumlah19kasus. 

Terkait sosialisasie-court kepada advokat yang ada di Kota Bengkulusudah pernah 

dilakukansebelumnya kendati memang belum begitu maksimal hasilnya. Secara umum, sarana 

dan prasaranayang memang belum cukup memadai seperti ketersediaan laptop, PC, jaringan 
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internet dan UPS,sertamasihterbenturkendalapadatenagasumberdayamanusiayakni operator 

yang bertugas melakukan monitoringsecara penuh waktu dan server Mahkamah 

Agungsehingga pendaftaran perkara melalui aplikasi e -court tidak selalu berhasil dan 

memakan waktuyang lama dalam proses loadingnya.Hinggasaat ini sudah ada petugas yang 

menangani jugatergolongterbatas, baikdalam hal jumlahmaupundari segi SDM. akan tetapi 

mereka sudahmendapatkanpelatihanuntukpelaksanaane-court. 

Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah belum 

adanyastandar operasiprosedur (SOP)dan 

pedomanjuklak/juknismaupunstandarpelayananuntukpelaksanaane 

-court tersebut. Disamping itu, keterbatasan jangkauan server Mahkamah agung dalam 

pendaftarane-court karena server Mahkamah Agung berada di Jakarta yang jangkauannya 

terbatas, sedangkanserver yang tersedia harusnya mampu untuk menjangkauseluruh 

pengadilanyang tersebar diseluruh Indonesia.Selain itu,juga kendalanyaadalah keterbatasan 

sumber daya manusia yangmampudancakapuntukmenerapkane-courtdantidakmemegang 

pekerjaanrangkap. 

B. HambatanDalamPelaksanaan Sistem Peradilan Secara Elektronik 

diPengadilanAgamaKelas1AKotaBengkulu 

Sistem e-court sebagai pembaharuan sistem peradilan yang digunakan untuk menegakkan 

hukum,diharapkan memiliki 3 (tiga) unsur penegakan hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan dan 

kepastianhukum.Penegakan hukum sendiri adalah satu upaya agar dapat merealisasikan 

gagasan-gagasankepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan, kepastian menjadisebuah 

kenyataan. Padaprinsipnya,proses penegakan hukumialahproses untukmerealisasikangagasan-

gagasan danrancangan konseptual hukum yang diinginkan,sehingga norma-norma hukum 

yang secara jelasmenjadipedomaninteraksi-

interaksihukumdalamkehidupanbermasyarakatdanbernegara. 

Sebagaimana dipahami bersama bahwa peradilan secara elektronik sangat mendukung 

pelaksanaan tugas dalam peradilan. Melihat hal tersebut pemerintah harusmempersiapkan 

suatu sistem yangmengurangi permasalahan seperti itu,dan solusi yang tepat yaitu dengan 

menggunakan sistemelektronik.Di mana dengan menggunakansistem elektroniksecara 

otomatisdapat membantupendataan danjugamengenai biayalangsungkepadapihakperadilan 

ataupun pengadilandiIndonesia. Hal tersebut dapat dilihatdalam asas dasar peradilan yaitu 
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cepat, sederhana dan biayaringan. 

Persidangan elektronikatau dengan nama laine-court sudah berimbaslangsungterhadap 

paraadvokat, para pihak, pembela dan penasihat hukum di Indonesia khususnya Semarang. 

Denganadanya e-court, advokat maupun pihak yang bersangkutan diharuskan untuk 

memilikiserta bisa menggunakanakune-courtdenganmendaftarkedalamsistemwebsitee-court 

sehinggakeberadaannyatervalidasisecaraformil. 

Advokat maupun pihak yang bersangkutan yang mengalami kesulitan dalam 

menggunakan e-courtdapatmeminta bantuanke pojoke-court. Pojok e-court merupakan sebuah 

tempat khusus 

untukmembantumelayaniparapengunjungpengadilanbaikadvokatmaupunparapihakuntukmen

getahui cara menggunakane-court yang baikdan benar. Karena masihterdapat beberapaadvokat 

maupun pihak yang bersangkutan yang kurang memahami sistem e-court sehingga 

dalammenjalankan persidangan mengalami kesulitan. Dalam pelaksanaannya e-court tersebut 

juga masih menemuibeberapa persoalan seperti kendala jaringan internet, keterbatasan jumlah 

sumber dayamanusiayang mengerti bidangteknologiinformasi,kurangnyaedukasi 

sehinggamasyarakatmenjadi kurang memahami akan adanya sitem yang baru tersebut hingga 

infrastruktur teknologiyang pada kenyataannya masih belum merata dan memadai. Hal-hal 

itulah yang menjadi salah satu hambatan yang dialamioleh penggunae-court dalam 

menggunakane-court. Adapun hambatansebagaimana dijelaskandi atas yang saat 

inidialamioleh Pengadilan Agama Kelas 1 A KotaBengkuluialahsebagaiberikut23: 

1) AlamatdariTergugatyangtidakjelassehinggamembuatJuruSitatidakdapatmenemuialamat

darisiTergugat 

2) Parapencari 

Keadilanmasihbanyakyangtidakpahamdenganteknologikarenamasyarakatberasaldariber

bagaikalangansepertitidakmempunyaiemail 

3) SDM seperti Jurusitakurang mempelajarimembuat surat panggilanyang baik dan 

benardalampenerapansisteme-court 

4) Belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk perkara E-Court di 

PengadilansepertiJaringanInternetyangstabildanlainnya 

5) Masih kurang nya sosialisasi terkait teknis beracara secara elektronik (E-Court) 

kepadacalonlayanan,advokat,danmasyarakat. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1)Proses Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronikdi PengadilanAgama 

Kelas1AKotaBengkuludilakukanProsedurE-courtyaknidalamhalAdministrasiPerkara(E-

court)dilakukanmelaluiTahapan E-Filling(Pendaftaran Perkara Online), 

tahapinipihakyangberperkaramendatangi Pengadilan untuk membuat akun emaildi pengadilan 

apabila p. Setelah itu membuatgugatan mandiri, mengupload hal-hal yang diperlukan seperti 

data para pihak, alat bukti(bentukpdf&word),Tahapan E-Payment 

(PembayaranPanjarBiayaOnline),Setelahmelakukanpendaftaran perkara secaraonline melalui 

e-court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkanTaksiranPanjarBiaya(e-SKUM)  

danNomorPembayaran(VirtualAccount) yangdapatpenerima 

melaluisaluranelektronik(MultiChannel)yangtersedia.Nomorpembayarantersebutdigunakan 

untuk membayar biaya berperkara, biasanya 24x1 jam apabila lebih dari itu makaharus 

membuat akun baru/mendaftar ulang. Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan NomorPerkara 

dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara, serta E- Summons (Pemanggilan PihakSecara 

Elektronik), pada tahapan ini Panggilan sidang disampaikan kepada para pihak melaluisaluran 

elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat 

padaaplikasiE-court. Adapun mekanisme peradilan elektronik(e-litigasi) 

dilakukanberdasarkanPerma nomor7tahun 2022. Selanjutnya hambatan Dalam Pelaksanaan 

Sistem Peradilan SecaraElektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu 

diantaranya, alamat dari Tergugatyang tidak jelas sehingga membuat JuruSita tidak dapat 

menemui alamat dari si Tergugat, parapencari Keadilan masih banyak yang tidak paham 

dengan teknologikarena masyarakat 

berasaldariberbagaikalangansepertitidakmempunyaiemail, 

SDMsepertiJurusitakurangmempelajari membuatsurat panggilan yang baik dan benar dalam 

penerapan sistem e-court,Belum tersedia sarana dan prasarana yangmemadai untuk perkara e-

court di Pengadilan sepertiJaringan Internet yang stabil dan lainnya, serta masih kurang nya 

sosialisasiterkait teknisberacarasecaraelektronik(e-court)kepadacalon 

layanan,advokat,danmasyarakat. 
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Saran 

Adapun saran yang bisa diberikan diantaranya Sarandalam pelaksanaan e-court dan e- 

litigationdalam hal SDM perlu ditingkatkan dalam menghadapi teknologi baik dari internal 

pengadilanmaupun eksternal pengadilan, Meningkatkan sarana dan prasarana terkait aplikasi 

e-court dan e-litigation, Membuat sosialisasi e-court melalui iklan layanan masyarakat TV dan 

media massabaikcetakmaupunelektronik. 
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